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I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu
unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari
pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan
hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang
yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat
dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian
Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah
yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban
sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat
memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau
mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar
hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian
bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu
keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai,
atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
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Pasal 4
Ayat (1) Hurufa
Yang dimaksud dengan “Pengawas fungsional” dalam ketentuan ini
adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota
serta Aparat Pengawas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1) Tuntutan ganti kerugian dalam ketentuan ini adalah suatu
proses tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah yang dilakukan oleh
Bupati, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan mengambil langkah-
langkah pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan agar
kerugian Daerah segera dapat ditanggulangi.

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

2) Cukup jelas
2) Cukup jelas
3) Cukup jelas
4) Cukup jelas
5) Cukup jelas
6) Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah suatu keadaan
seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan
kewajibannya.

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

2) Cukup jelas
3) Cukup jelas
4) Cukup jelas
5) Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
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